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PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR (34 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KELEMBAQAAN UNI'T SEKOLAH BARUY

TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

ol Samalewa Kee Bungoro

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pelayanan pendidikan
pada tingkat sekolah dasar dalam  wilayah Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan perlu menetapkan Kelembagaan

Unit Sekolah Baru Tingkat Sekolah Dasar Menengah Pertama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan;

BUDAYAAN,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 19
Negara yang Bersih dan Bebas d
Nepotisme (Lembaran Negara Repub
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 607);
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MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU Kelembagaan Unit Sekolah Baru Tinghat Sekolah Mernengah
Pertama kabupaten Pangknjene dan Kepolauan Sebapal Fherik st
Nama Sekolah SMPPNEGERT 4 SATAP LIUKANG TANOAYA
NPSN 4032006672
Kecamatan CLiukang Tangaya
KEDUA : Kelembagaan Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU beroperasional sejak tahun pelajaran 20723
2024,
KETIGA - Suuktur kelembagaan  Unit - Sekolah Baru  sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas,
1. kepala sekolah,
2 kepala tata usaha;
3. guru mata pelajaran;
4. guru bimbingan dan konseling;, dan
5. komite sekolah;
KEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bungoro
pada tanggal 22 April 2024
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